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ABSTRACT

This study aims to find out and understand the law of buying and selling currencies online trading systems. In general, there are many Muslim communities in the world and in Indonesia, especially those who trade foreign exchange online. An overview of Islamic law in the foreign exchange trading business with an online contract system for foreign exchange trading, which is included in foreign exchange trading activities between countries in the world, is currently a hot topic of discussion because it has not yet received its legal status in the view of Islam. The method used in this research is normative juridicial using a statutory appoarch and a conceptual appoarch. The results of this study are that, this paper tries to analyze the practice of trading or selling foreign currencies online to find out how online foreign exchange trading operations are in accordance with Sharf's principles. 
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan  memahami hukum jual beli mata uang sistem trading secara online. Pada umumnya banyak masyarakat muslim di dunia dan di Indonesia khususnya yang memperdagangkan valuta asing secara online. Gambaran umum hukum islam pada bisnis perdagangan valuta asing dengan sistem kontrak online perdagangan valuta asing, yang termasuk dalam kegiatan perdagangan valuta asing antar Negara di dunia, saat ini menjadi perbincangan hangat karena belum mendapatkan status hukumnya dalam pandangan islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatifdengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa, tulisan ini mencoba menganalisis praktik perdagangan atau penjualan mata uang asing secara online untuk mengetahui bagaimana operasi perdagangan valuta asing online sesuai dengan prinsip-prinsip Sharf. 
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PENDAHULUAN

Pasar modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.[footnoteRef:1] Pengertian pasar modal sebagaimana pasar umum yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi pasar modal berbeda dengan pasar konkret. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor) dimana di dalamnya terdapat transaksi penawaran umum dan perdagangan efek dari perusahaan public (emiten) kepada masyarakat investor. Saat ini laju perkembangan ekonomi dan pasar modal berjalan sangat pesat, dan saat yang bersamaan, pasar modal Indonesia dituntut untuk bisa bersaing dengan pasar modal lain.  [1:  Najib A. Gisymar, 1999, Insider Trading dalam Transaksi Efek, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 10.] 

Dalam hal ini BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), selaku Badan pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal diharapkan dapat membuat peraturan yang dapat memayungi kegiatan pasar modal ini dengan peraturan yang jelas dan mengikat serta memiliki tindakan yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar peraturan yang ada dalam bidang pasar modal. Selain itu, dengan adanya kegiatan investasi dengan cara jual beli saham di pasar modal ini juga sangat menguntungkan Indonesia, salah satunya adalah masuknya investor asing ke negara kita. Hal tersebut secara tidak langsung akan menambah devisa negara kita. Oleh karena itu, penting kiranya pengaturan mengenai pasar modal ini benar-benar diperhatikan.
Trading adalah metode aktivitas jual beli saham dan investasi berjangka pendek yang dilakukan oleh orang atau perusahaan tertentu untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari bisnis mereka. Sedangkan investasi yaitu penanaman modal berupa uang atau aset yang berharga dengan harapan pemodal atau investor mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu dan berjangka panjang.[footnoteRef:2] Trading sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Trading forex dan Trading saham. Trading forex lebih memfokuskan kepada perdagangan antara kontrak harga mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Sedangkan Trading saham sendiri lebih memfokuskan kepada aset yang diperdagangkan seperti surat berharga kepemilikan saham sebuah perusahaan. Trading forex menjadi salah satu pilihan yang menarik dikarenakan memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti tanah dan properti. Cara termudah untuk dapat melakukan Trading adalah dengan cara mengamati valuasi dari sebuah mata uang secara berkala, kemudian menerka pola yang nantinya dapat digunakan untuk memprediksi harga pada masa yang akan datang. Menurut BIS (Bank for International Settlements) atau bank sentral dunia, rata-rata perputaran uang dalam transaksi trading foreign exchange dunia per-hari di luar bursa (over the counter) diperkirakan senilai 3,21 triliun dolar AS.[footnoteRef:3] Jumlah yang besar tersebut tentu akan mempengaruhi kondisi ekonomi masing-masing negara yang terlibat. [2: Alvi Nurul Ikhsan, Semarang. 2021. Analisis Hukum Islam Tentang Transaksi TradingBinary  Option]  [3:  R Serfianto D. Purnomo dkk, 2013, Buku pintar pasar uang dan pasar valas, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 121.] 

Dalam prinsip ekonomi islam, perdagangan mata uang/valas/forex dinamakan Al-sharf yang merupakan sebuah namatransaksi/penjualan nilai harga al-muthlaqah (semua jenis nilai harga) satu denganyang lainnya.[footnoteRef:4] Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli (al-bai’) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.[footnoteRef:5] Sedangkan menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Pada dasarnya, transaksi jual beli dibolehkan dengan memenuhi syarat-syarat tidak ada unsur riba, maisir, gharar, dll. Memang hal-hal yang berkaitandengan masalah muamalah hukumnya boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkan atasnya, terkait dengan Trading foreign exchange, Islam juga telah mengaturnya. Jika terjadi transaksi jual beli mata uang, maka harus dilakukan secara tunai ditempat tersebut, tidak ada terhutang.  [4:  DR. Ahmad Hasan, 2005,“Mata Uang Islam, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami” terjemahan dari buku “Al-Auraq Al-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.240]  [5:  Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, hlm 23.] 

Apabila hal ini dikaitkan dengan perdagangan valas secara Trading online, dimana seperti yang telah disampaikan diatas tentang Trading online yaitu kontak fisik antar manusia menjadi amat minim, sehingga deal daninstruksi-instruksi jual beli berada dalam satu platform situs internet, maka bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang asing /Trading foreign exchange secara online tersebut dan apa dasar hukumnya. Atas dasar uraian diatas penulis mengambil judul penelitian Tinjauan Hukum Terhadap Penerima Laba dalam Aplikasi TradingMenurut Perspektif  Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Terdapat dua permasalahan utama yang akan dibahas pada artikel ini, pertama bagaimana pandangan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai laba yang didapatkan trader melalui aplikasi Trading Online. Kedua, Bagaimana perbedaan peraturan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai laba yang didapatkan trader melalui aplikasi Trading Online.
METODE PENELITIAN
Pada peneletiaan kali ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative atau yuridis normatif. Pendekataan yang digunakan oleh penulis adalah pendekataan undang undang dan pendekataan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:4 Bahan bahan hukum primer terdiri atas perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undanga dan putusan- putusan hakim.5 Bahan hukum sekunder yakni bahan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi.8 Meliputi karya ilmiah dan hasil hasil penelitian sebelumnya, serta bahan yang di dapat dari berbagi situs internet serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum normatif menggunakan prosedur penelitian bahan hukum dengan cara library research terhadap bahan hukum.
PEMBAHASAN
A. Pandangan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Mengenai Laba yang Didapatkan Trader Melalui Aplikasi Trading Online
a. Pandangan Hukum Islam Terhadap Trading 
a. Analisis Implementasi Trading 
		Dalam implementasi transaksi trading, diperlukan broker (perantara) untuk bisa membeli atau menjual mata uang asing. Trading juga dapat ditransaksikan melalui tempat penukaran uang seperti bank yang melayani mata uang asing atau money changer. Namun sekarang dapat langsung menggunakan jasa layanan online forex broker untuk bertransaksi mata uang asing dalam forex online trading. Selain hal tersebut, dalam transaksi Trading juga dibutuhkan adanya margin (jaminan). 
Dalam prinsip ekonomi islam, transaksi forex online trading secara umum bisa dimasukkan dalam kategori akad al sharf, secara substansi komoditi yang ditransaksikan atau diperjualbelikan adalah hal yang sama yaitu memperjualbelikan suatu mata uang (valuta/forex) dengan mata uang lainnya. Namun implementasi praktek prosedur akad al-sharf dalam ekonomi islam berbeda dengan akad transaksi pada forex online trading, dimana dalam forex online trading terapat aturan margin dan system transaksi short selling. 
Dalam kasus ini, uang menjadi objek yang ditransaksikan. Dalam konsep islam uang adalah uang bukan capital. Uang adalah segala sesuatu yang bersifat flow concept sedangkan capital adalah sesuatu yang bersifat stock concept. Seringkali istilah uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara bolak balik (interchangeability), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital [footnoteRef:6] [6:  Adiwarman A, Karim, 2013,  Ekonomi Makro Islam, Depok : PT.Raja Grafindo Persada, hlm 77.] 

Namun disaat terjadi perdebatan para ekonom konvensional, di lain tempat para ekonom islam paham bahwa uang merupakan salah satu benda ribawi/komoditi yang resisten terhadap praktek riba dan maisir, dalam hal ini riba fadhl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.[footnoteRef:7] Sedangkan maisir merupakan semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif).[footnoteRef:8]  [7:  Muhammad Syafi’I Antonio, 2011,  Bank Syari’ah : Dari Teori Ke Praktik, Depok : Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, cet ke XVII,  hlm 41 cet.]  [8:  Abdullah Al-Muihdick , Akhlak Usahawan Muslim, http:/www.afwahoridcenkel mmiph id-130 Scad juhub-1, diakses tgl: 10 maret 2014.] 

Jika dikaitkan dengan akad al-sharf (dan derivasinya), maka forex online trading sangat resisten terhadap terjadinya praktek maisir dan dua jenis riba, riba fadhl dan riba nasi’ah. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.[footnoteRef:9] Dengan memperhatikan prinsip-prinsip aturan jual beli mata uang dalam islam, maka implementasi praktek dari transaksi Forex Online Trading dengan implementasi akad jual beli mata uang atau Al-Sharf menurut islam jelas berbeda.  [9:  Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah, Dari Teori Ke Praktik., hlm,41.] 

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Trading
Dari hasil analisis implementasi forex online trading dengan akad al-sharf diatas, terdapat 3 hal yang patut dicermati untuk bisa dijadikan alasan dalam menetapkan hukum dari transaksi forex online trading yaitu: transaksi tersebut masuk dalam kategori perdagangan berjangka (future market), adanya sistem margin, dan short selling.
1) Perdagangan berjangka merupakan perdagangan tanpa penyerahan (non delivery), sehingga orang yang melakukan transaksi forex online trading tidak pernah menerima barang (uang) yang ditransaksikan saat itu. 
2) Margin merupakan life blood dari transaksi forex online trading. Margin dalam perdagangan forex merupakan uang jaminan yang disetorkan ke perusahaan pialang berjangka (broker) agar investor bisa melakukan transaksi melalui pialang berjangka (broker) tersebut.  
3) Short selling adalah melakukan penjualan suatu barang atau jasa yang tidak dimiliki oleh penjual.[footnoteRef:10] Short selling merupakan tindakan spekulasi, sehingga tidak semua investor sanggup melakukannya. Sehingga dari tiga hal ini sangat jelas terjadi praktek jual beli tanpa serah terimaa secara langsung / tunai sehingga terjadi praktek riba nasi’ah pada transaksinya karena tidak dilakukan secara tunai atau serah terima langsung dan tidak ada hak kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan yang dalam istilah ejonomi islam disebut ba’I al-fudhuli dan khusus pada sistem short selling di indikasikan adanya gambling/maisir/spekulasi.  [10:  Sawidji Widoatmodjo, 2008, Forex Online Trading : Tren Investasi Masa Kini, Jakarta : Elex Media Komputindo, hlm  47.] 

Dari analisis tersebut bisa digali sebuah hukum terdapat forex online trading, bahwa hukum dari transaksi jual beli mata uang melalui jaringan internet yaitu forex online trading adalah haram. Hal ini juga sesuai dengan nash hadits dan juga dikuatkan dengan kesepakatan/keputusan/fatwa lembaga-lembaga pengkajian fiqih/hukum di dunia islam. Juga keputusan/fatwa lembaga ulama di dunia (termasuk MUI) yang berkaitan dengan perdagangan mata uang, diantaranya: Lembaga Pengkajian Fiqih Islam KSA. Juga Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI) tentang Jual Beli Mata Uang. Bahwa transaksi jual beli mata uang (valas/forex) pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (untuk simpanan). Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabudh). Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.[footnoteRef:11] [11:  Dewan Syari’ah Nasional, Fatwa, Nomor:28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).] 

Keputusan Majma’Al Fiqh Al Islami (divisi fiqih Rabithah Alam Islami) yang mengharamkan transaksi forward valuta dalam muktamar XIII di Mekkah pada tahun 1992 dalam keputusannya, yang berbunyi: “bilamana penukaran valuta dilakukan atas dasar kesepakatan untuk menunda serah terima kedua valuta yang dipertukarkan atau salah satunya hingga pada tanggal mendatang yang telah disepakati semula, maka transaksi penukaran ini tidak dibenarkan syarii’at, karena serah terima pada saat transaksi dilakukan merupakan syarat sah penukaran valuta dan hal itu tidak terjadi.[footnoteRef:12] AAOIFI juga menegaskan haramnya transaksi forward valuta dalam pasal (1) tentang : ”Al-Mutajarah fil Umulat”, ayat (2/2), yang berbunyi, “melakukan transaksi valuta di pasar berjangka hukumnya haram karena serah terima valuta tidak terjadi pada saat itu juga (tidak tunai)”.[footnoteRef:13] [12:  Erwandi Tarmizi, 2013, Harta Haram Muamalat Konteporer, Bogor : PT. Bima Multi Insani, cet ke 4, hlm  487]  [13:  Ibid, hlm 488.] 

Demikian hasil analisis dari penulis terhadap transaksi forex online trading. Penulis berharap kedepannya banyak yang meneliti tentang masalah yang berkaitan dengan uang dan derivasinya sehingga menambah dan menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini.
c. Transaksi  Trading Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Setelah saldo forex telah terisi, selanjutnya para trader dapat melakukan transaksi. Transaksi di awali dengan cara login pada akun yang dimiliki trader. Trader pun sudah bisa melakukan transaksi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa fungsi uang dalam Islam adalah sebagai alat pembayaran. Dalam transaksi forex disini, terjadi kerancuan antara yang mana uang dan yang mana barang. Karena yang diperjual belikan dalam transasksi tersebut adalah sama-sama uang yang memilki fungsi yang sama. Fungsi uang pun bergeser. Tidak lagi menjadi alat pembayaran. Melainkan menjadi komoditas perdagangan. Dalam teori hukum islam, barang (mabi’) dan uang (tsaman) adalah sesuatu yang berbeda. Karakteristik umum sebuah uang dalam Islam adalah sesuatu secara hukum tidak menjadi tertentu secara fisik pada saat transaksi. Melainkan lebih pada nilai materialnya, tidak tertentu pada fisik. Berbeda dengan barang, yang telah ditentukan secara fisik pada saat transaksi, maka akan menjadi tertentu dan mengikat secara hukum.
Dari sini telah ditemukan bahwa yang dianggap barang dalam transaksi ini adalah dollar. Dan uangnya adalah rupiah. Selanjutnya, dalam proses transaksi,keuntungan permainan forex didapat dari selisih harga. Misalnya saat ini harga GBPUSD adalah 1.6580. kemudian trader membeli sejumlah 1 lot (1000 unit). Selang satu jam, harga GBPUSD naik menjadi 1.6595. Lalu trader menutup transaksi tersebut (close). Maka keuntungan yang diperoleh trader adalah selisih harga dikali 100.000 = $150. Agar trader memperoleh keuntungan dalam bermain forex, trader harus menguasai ilmu trading dengan mempelajari dan memprediksi secara tepat history Forex dalam jangka waktu tertentu. 
Dari sini diketahui Keuntungan yang diperoleh dalam transaksi forex online trading bersifat semu dan tidak pasti. Keuntungan bisa didapat dalam sekejap saja begitu pula dengan kerugian. Trader harus bisa menentukan sikap apakah akan menjual atau membeli. Jika ingin membeli /buy (yang sebenarnya berarti membeli mata uang dasar dan menjual mata uang kutipan), trader ingin mata uang dasar meningkat nilainya dan kemudian trader akan menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi.
Dari transaksi tersebut, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi islam guna mengetahui hukum diperbolehkan atau tidaknya transaksi forex yang dilakukan oleh para trader, maka peneliti akan menyesuaikan dengan teori tentang prinsip dasar transaksi dalam ekonomi Islam. Yakni sebagai berikut:
1) Adanya tukar menukar (saling ganti)
Dalam transaksi forex, kedua belah pihak memperoleh apa yang diinginkan. Broker memperoleh keuntungan dari jasa yang ia lakukan, dan trader memperoleh keuntungan dari selisih harga yang dilakukan. Dalam teori Islam, disebut dengan wujudul tabaduli, yakni saling menukar atau mengganti. Jika dicontohkan dalam transaksi jual beli, si penjual memberikan barang kepada pembeli, sebagai gantinya, ia akan mendapatkan uang. Dan sebaliknya, si pembeli menyerahkan uang dan sebagai gantinya ia akan mendapatkan barang yang ia inginkan. Peneliti menganggap bahwa prinsip ini telah terpenuhi.
2) Adanya Keseimbangan
Dalam transaksi forex, antara trader pemula dan trader professional, memiliki kesempatan yang sama untuk meperoleh keuntungan. Tidak ada pembedaan antar personal trader. Berdasarkan teori, Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ilmu ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kulaitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasul, tetapi juga berdasarkan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan.
3) Adanya Saling rela
Saling rela disini artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika dikaitkan dengan forex, maka sudah dianggap memenuhi. Karena sebelum melakukan transaksi, ada sebuah penandatanganan perjanjian seperti yang telah disebutkan diatas tentang kontrak perjanjian elektronik. Dalam kontrak tersebut, sudah mengindikasikan bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi telah sepakat dan dengan sadar menyetujui segala hal yang telah tertulis dalam perjanjian tersebut.
4) Tidak adanya gharar
Keuntungan yang diperoleh dalam transaksi forex online trading bersifat semu dan tidak pasti. Keuntungan bisa didapat dalam sekejap saja begitu pula dengan kerugian. Sedangkan dalam prinsip yang harus dipenuhi adalah Adamul ghurur, yang berarti tidak adanya gharar (ketidakpastian) maksud ketidakpastian dalam transaksi muamalah adalah “ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. 
5) Tidak adanya spekulasi
Trader menyerahkan sejumlah uang tertentu pada agen untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya proses jual beli mata uang yang sesungguhnya. Transaksi ini dikemas dengan nama investasi pada pasar uang. Sesungguhnya tidak ada barang yang ditransaksikan, semua bersifat semu. Pemilik dana tidak menerima mata uang asing yang dibelinya, dan agen tidak menyerahkan mata uang yang diamanatkan untuk dibeli oleh pemilik dana. Dan dalam teori, dijelaskan bahwa Qimar atau Maysir (spekulasi); secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Maysir merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. 
6) Tidak ada riba
Dalam teori Hukum Islam, uang adalah barang ribawi (illah riba). Illah riba ialah sebuah sifat atau kriteria yang apabila terdapat pada suatu barang, maka barang tersebut termasuk barang ribawi. Ulama’ sepakat terdapat enam jenis barang ribawi yang secara eksplisit disebut dalam redaksi-redaksi hadits seputar riba. Yaitu emas,perak,gandum merah,gandum putih,kurma, dan garam. 
b. Pandangan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Terhadap Trading
Pengawasan Pasar Modal Saat Ini Dengan berkembangnya tata hukum yang ada di Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengisyaratkan bahwa lembaga OJK bertugas dan memiliki wewenang dalam menggantikan Bapepam dalam suatu pengawasan kegiatan di pasar modal. Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 21 Tahun 2011, bahwa OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap pengaturan kegiatan usaha jasa keuangan di sector Pasar Modal. Nah dalam hal ini berarti OJK berarti tetap harus memperhatikan ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Kemudian kehadiran OJK adalah menggusur BAB Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
Dari bagan struktur tersebut dapat dilihat pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal:
1. Otoritas Jasa Keuangan, merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan yang dalam hal ini kegiatan di pasar modal terselenggara secara teratur, transparan, dan akuntabel dan juga dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pelaku pasar modal.
2. Bursa efek, merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.[footnoteRef:14] Bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Bursa efek diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggoa bursa efek, mengingat kegiatan perdagangan efek selalu berkaitan dengan kepentingan dan dana orang banyak. Bursa efek termasuk kategori Self Regulatory Organization (SRO) [14: Pasal 1 angka 4 Undang- UndangNomor 8 Tahun 1995 tentangPasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, TambahanLemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)] 

3. Lembaga Kliring dan Penjaminan, lembaga ini dalam kegiatan di pasar modal Indonesia berfungsi sebagai yang menjalankan kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi efek di bursa. Kegiatan kliring dimaksud melalui proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksibursa, dari setiap Anggota Kliring yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Didalam pasar modal indoneisa yang menjadi Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, di pasar modal indonsia lembaga ini berbentuk perseroan, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KSEI melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek.[footnoteRef:15] KSEI juga memberikan layanan jasa yang meliputi: administrasi rekening efek, penyelesaian transaksi efek, distribusi hasil corporate action dan jasa-jasa lainnya. KSEI bersama KPEI dan Bursa efek merupakan Self Regulatory Organization (SRO) yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan untuk anggota bursa efek [15: M. IrsanNasrudin Dan Indra Surya, Op,Cit., h.25] 

5. Emiten, Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undangundang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Pada umumnya, Emiten melakukan penawaran Efek melalui Pasar Modal untuk saham, obligasi.[footnoteRef:16] [16: http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx. diaksespada 6 januari 2018 pukul 23.44 WIB] 

6. Perusahaan Efek, yaitu perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut.
a. Penjamin Emisi Efek, yaitu salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
b. Perantara Pedagang Efek, yaitu salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
c. Manajer Investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:17] [17: Rusdin, 2006, Pasar Modal, Alfabet, Bandung, cet ke 1 h. 18] 

7. Lembaga Penunjang Pasar Modal
a. Biro Administrasi Efek (BAE), yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
b. Penjamin emisi, adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten denganatau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Jadi intinya penjamin emisi melakukan kegiatan pemasaran efek yang diterbitkanoleh emiten agar masyarakat investor dapat memperoleh informasi secara baik.
c. Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
d. Pemeringkat Efek (Rating Company) menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang berkaitan dengan risiko gagal bayar.
e. Wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.[footnoteRef:18] [18: Ibid., h. 20.] 

Profesi penunjang pasar modal, yaitu:11[footnoteRef:19] [19: PenjelasanPasal 64 Undang- UndangNomor 8 Tahun 1995 tentangPasar Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, TambahanLemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)] 

a. Akuntan, yaitu akuntan yang telah memperoleh ijn dari menteri dan terdaftar di Bapepam yang sekarang digantikan OJK.
b. Konsultan Hukum, yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam yang sekarang digantikan OJK.
c. Penilai, yaitu pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di Bapepam yang sekarang digantikan OJK.
d. Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam yang sekarang digantikan OJK.
e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Fungsi hukum sebagai “ a Tool of Social Control ” Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum. Menurut Achmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social, disamping itu juga merupakan fungsi pasif yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan dalam masyarakat.

2. Perbedaan Peraturan Hukum Islam dan UU. No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Mengenai Laba yang Diterima Trader Dalam aplikasi Trading  Online
a. Ditinjau Dari Segi Kontraknya (Akad)
Dengan perkembangan teknologi, perdagangan valas dapat dilakukan via online dengan mengambil profit dari dua arah (saat harga naik maupun turun) fluktuasi harga mata uang dunia. Dalam internet jual beli mata uang tidak dilakukan seperti di money changer. Dimana mata uang yang diperjual belikan hanyalah sebatas nilai yang ada dalam layar monitor masing-masing pelaku Trading . Sehingga ada beberapa hal yang sangat perlu dikaji dalam masalah akad yang ada dalam Trading  forex via online ini. Untuk mengkaji Trading  forex via online secara normatif dari hukum ekonomi syariah, maka harus melihat dari macam-macam bentuk kontrak jual beli valuta asing atau Trading  forex. Jenis-jenis kontrak jual beli valas sebagai berikut
Jenis-jenis kontrak jual beli valas sebagai berikut:
1) Spot
Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya.[footnoteRef:20] [20:  Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2011, Akuntansi Syari’ah di Indonesia, Jakarta : Salemba empat, hlm 244.] 

2) Forward
Transaksi forward disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.
3) Swap
Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu.
Dalam transaksi swap terjadi dua kontrak pada saat yang sama (double transaction), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada spot dan forward hanya terjadi satu kali transaksi saja (one single transaction), yaitu jual saja atau beli saja. Tiga kasus yang sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan bay’ dan salaf, kedua, larangan bai’ataini fi bai’atin, dan ketiga larangan shafqataini fi shafqatin. Berikut redaksi tiga hadis tersebut:
a) Larangan bai’ataini fi bai’atin (dua jual beli dalam satu jual beli) Riwayat Muslim:[footnoteRef:21] [21:  Shahih Muslim, Juz 5, Maktabah Syamilah, hlm 7.] 

Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada spot dan forward, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi swap sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut reswap). Pemberian fasilitas reswap tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi swap antara bank dengan BI:
1) Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
2) Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia.
2) Larangan shafqataini fi shafqatin (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan)
Riwayat tentang larangan shafqataini fi shafqatin:[footnoteRef:22] [22:  Musnad Ahmad, Juz 8, Maktabah Syamilah, hlm 130.] 

Riwayat tersebut intinya bermakna: “Rasululllah Saw. Telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).” Maksud hadis tersebut bahwa Rasulullah Saw. dengan tegas melarang praktek dua akad (kesepakatan) dalam satu akad (kesepakatan). Mengenai akad (shafqah), para ulama mendefinisikan “akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya”. Maka, suatu tasharruf qawli (tindakan lisan) dikatakan sebagai akad, jika ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), ijab (penawaran) dari pihak pertama, sedangkan qabul (penerimaan) dari pihak kedua. Ijab dan qabul ini juga harus dilakukan secara syar’i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. 
3) Larangan bay’ dan salaf (jual beli dan akad pemesanan barang)
Riwayat tentang larangan bay’ dan salaf[footnoteRef:23] [23:  Musnad Ahmad, Juz 13, Maktabah Syamilah, hlm 377.] 

Riwayat tersebut intinya bermakna :“Rasululllah Saw. Telah melarang jual beli dan akad pemesanan barang (dalam satu transaksi).” Hadis ini menegaskan larangan dalam dua konteks hadis sebelumnya, dengan disertai contoh kasus, yaitu akad salaf, atau akad pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam indent barang, dengan akad jual-beli dalam satu transaksi atau akad. Untuk mempertegas konteks hadis yang terakhir ini, as-Sarakhsyi (penganut mazhab Hanafi) menjelaskan, bahwa melakukan transaksi jual-beli dengan ijarah (kontrak jasa) dalam satu akad juga termasuk larangan dalam hadis tersebut.
4)  Option
Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Ulama kontemporer memandang hal ini sebagai janji untuk melakukan sesuatu (menjual atau membeli) pada kurs tertentu, dan ini tidak dilarang syariah. Namun, jelas saja transaksi ini bukan transaksi jual beli. Yang menjadi persoalan secara fiqih adalah adanya sejumlah uang sebagai kompensasi untuk melakukan janji tersebut. Contoh dari transaksi option, misalnya A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 1999. A memberikan hak kepada B untuk membeli dollar AS dengan kurs Rp 7.500 per dollar pada tanggal atau sebelum 30 Juni 1999, tanpa B berkewajiban membelinya. A mendapat kompensasi sejumlah uang untuk hak yang diberikannya kepada B tanpa ada kewajiban pada pihak B. 
b.    Ditinjau dari Segi Mekanisme Kerjanya
Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, transaksi valuta asing (forex) adalah legal dan termasuk ke dalam perdagangan komoditi atau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Adapun Badan resmi pemerintah yang menaungi transaksi forex adalah Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Aturan Halal-Haramnya forex memang sering diperdebatkan oleh pemeluk dan ulama agama Islam, mengingat forex adalah sebuah instrumen finansial yang beresiko tinggi dan memang banyak menelan korban, walaupun di sisi lain forex juga membuat sebagian orang menjadi kaya raya dan hampir seluruh pihak di dunia bermain forex. Singkatnya, forex adalah suatu instrumen bisnis finansial, yang memberikan beberapa keunggulan, diantaranya karena kepraktisan dan fleksibilitasnya.
Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing baik motif pertukaran transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Serta tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan serta tidak merugikan satu sama lain artinya antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi harus sama-sama ridha. 
Oleh karena itu seseorang yang melakukan perdagangan valuta asing wajib memerhatikan batasan tersebut dan wajib menjauhkan diri dari pasar gelap. Tidaklah dibenarkan pedagang valas berpendapat bahwa “agama membenarkan penukaran mata uang dengan syarat dilakukan secara tunai, tetapi mereka mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.” Jika mereka melakukan penyimpangan karena melakukan pemerasan, maka yang semula halal akan menjadi terlarang karena dapat merugikan. Selain itu dalam pertukaran mata uang asing, terdapat dua syarat khusus yaitu: tiada penundaan yang berarti harus segera, dan tidak adanya pelebihan yang berarti adanya keseimbangan.
KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pada dasarnya jual beli mata uang (al-Sharf) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai (spot) dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Jual beli mata uang hukumnya boleh, karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah. Sebagaimana Allah SWT telah jelaskan dalam Qur’an Q.S. Al-baqarah:275. sedangkan Ijma’ Ulama, para Ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf) dan Ulama sepakat (Ijma’) bahwa akad Al-Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Singkatnya, forex adalah suatu instrumen bisnis finansial, yang memberikan beberapa keunggulan, diantaranya karena kepraktisan dan fleksibilitasnya. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, transaksi valuta asing (forex) adalah legal dan termasuk ke dalam perdagangan komoditi atau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Adapun Badan resmi pemerintah yang menaungi transaksi forex adalah Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi.
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